BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan

Mengingat

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13



Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 84);
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12,

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 52);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 Nomor 55);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Retribusi  Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

Camat adalah Camat Bontomatene, Camat Buki, Camat
Bontomanai, Camat Benteng, Camat Bontoharu, Camat
Bontosikuyu, Camat Takabonerate, Camat
Pasimasunggu, Camat Pasimasunggu Timur, Camat
Pasimarannu, dan Camat Pasilambena.

Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
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I1l.

12.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.




13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai
pedoman dalam penghitungan alokasi bagian dari bagi hasil
Pajak dan Retribusi kepada Desa.

Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk
menertibkan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil

pajak dan retribusi kepada Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:
a. sumber dana;
b. pengalokasian; dan

c. tata cara pengalokasian.

BAB 1V
SUMBER DANA
Pasal 5
(1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang
menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :
a. paling rendah 10% (sepuluh perseratus) dari
penerimaan Pajak Daerah; dan
b. paling rendah 10% (sepuluh perseratus) dari

penerimaan Retribusi Daerah.



(1)

Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGALOKASIAN

Pasal 6
Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan
Retribusi setiap Desa diatur sebesar 60% (enam puluh
perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh
perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan
realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa
masing-masing.
Ketentuan mengenai besaran pengalokasian bagian dari
hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada setiap tahun anggaran.

BAB VI
TATA CARA PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu

Pengelolaan
Pasal 7

Pengelolaan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan

Retribusi merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku

Pemegang Kuasa Umum Keuangan Desa.

(1)

Bagian Kedua

Pencairan
Pasal 8
Pencairan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan
Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.




(2) Pencairan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan
kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pengajuan Permohonan pengalokasian bagian dari hasil
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening
Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Maret 2023

L BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

et e sy

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 16 Maret 2023 (ABAG HUKIIN 1 9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN S_E_)LAYAR,

MESDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 755



